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Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pengamatan terhadap salah satu
sendi ekonomi dalam sebuah wilayah, khususnya Kota Malang. Salah satunya
yang menjadi penyangga ekonomi rakyat adalah adanya pasar tradisional. Pasar
merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian sederhana tersebut.
Pasar tradisional mempunyai peranan yang sangat penting dimasyarakat. Sebagai
tempat untuk bertransaksi jual beli, pasar memungkinkan masyarakat non
pedagang untuk menjual hasil bumi maupun barang-barang lain kepada pedagang
di pasar kemudian membeli barang lain yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan yang muncul di
pasar tradisional, baik itu dari pedagang maupun pemerintah. Oleh sebab itu,
untuk menekan permasalahan yang ada diperlukan campur tangan pemerintah
dalam mengelola pasar tradisional tersebut. Pemerintah diharapkan mampu
menentukan langkah dan cara untuk kemudian mengelola keberadaan pasar
tradisional secara baik. Dibutuhkan sebuah Peraturan Daerah yang bersifat
mengikat, melindungi dan memberdayakan pasar tradisional ini sehingga nantinya
keberlangsungan pasar tradisional ini dapat terjamin ditengah himpitan kondisi
dan situasi pasar modern yang tengah merajalela akhir-akhir ini. Proses
implementasi sebuah Peraturan Daerah tentunya tak luput dari pengamatan,
karena hal ini menjadi faktor penentu berjalan tidaknya sebuah Peraturan yang
sudah dirumuskan untuk kemudian diterapkan. Proses implementasi Peraturan
Daerah menjadi agenda evaluasi yang dilakukan peneliti untuk kemudian
menganalisis permasalahan yang terjadi pada proses penerapan peraturan.

Perlu adanya penguatan organisasi dalam pengelolaan pasar tradisional
agar proses implementasi Peraturan Daerah yang sudah diterbitkan berjalan
dengan baik. Hal itu juga tidak terlepas dari respon pemerintah Kota Malang
dalam menyikapi terbitnya Peraturan dari tingkat provinsi. Dengan respon yang
baik dari tingkat kota, maka proses implementasi Peraturan Daerah setidaknya
akan berjalan secara baik disertai dengan pengawasan dan penguatan organisasi
terkait.



